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PUTUSAN
Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Blk
e an .
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7302026203930002, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan
XXXxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KAB.
BULUKUMBA, SULAWESI SELATAN, dalam hal ini memberikan
kuasa khusus kepada Zainuddin Batoi, SH., dan Tahiruddin, SH.,
MH., Advokat yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan
Hukum Sinar Keadilan di jalan Nenas Nomor 8A Kelurahan
Caile, Kecamatan xxxxX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2020 yang telah terdaftar
di register kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba nomor
19/SK/1/2021/PA.Blk tanggal 14 Januari 2021, selanjunta disebut
sebagai Penggugat

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan karyawan
swasta, tempat kediaman di KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN,
SULAWESI SELATAN, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14

Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada
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hari itu juga dengan register perkara Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.BIk, berikut

perubahannya yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan mengemukakan hal-

hal sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah
pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019 di XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, Kecamatan XXxXXX XXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, berdasarkan Kutipan
Akta Nikah Nomor 194/03/V1/2019 tertanggal, 12 Juni 2019 yang dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
orang tua Tergugat di jalan Andi Maruddini, Kelurahan XXXXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama kurang lebih 2
(dua) Bulan, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ananda
Shageena Khumaira, Perempuan, umur 8 (delapan) Bulan dan anak tersebut
berada dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan
rukun dan baik, tetapi sejak bulan Agustus 2019 Penggugat Pamit kepada
Tergugat untuk berkunjung ke Gowa dirumah sepupu Penggugat dan nginap
selama 5 hari dan pada saat itu Tergugat Izinkan, berselang 1 hari kemudian
orang tua Tergugat menghubungi Penggugat lewat telpon dan bertanya
keberadaan Penggugat kemudian penggugat menjelaskan, namun nada
bicara orang tua Tergugat tersebut sedikit keras, sehingga Penggugat
menjawab dengan nada yang keras juga, setelah itu orang tua Tergugat
mematikan telponnya. Beberapa jam kemudian Tergugat menhubungi
Penggugat lewat whatsapp dan menasehati Penggugat dan Tergugat berkata
jika bicara dengan orang tua harus sopan, kemudian Penggugat menjelaskan
bahwa orang tua Tergugat yang duluan bicara dengan nada keras, sehingga
penggugat menjawab dengan nada yang keras juga namun Tergugat tidak
mau mendengar alasan Penggugat tersebut, kemudian Tergugat menyuruh
Penggugat pulang kerumah dan keesokan harinya Penggugat Pulang. Setelah
sampai dirumah, martua laki-laki Penggugat berusaha meluruskan
permasalahan tersebut namun penggugat lebih memilih untuk menyelesaikan

masalah itu dengan Tergugat dengan tidak melibatkan orang tua Penggugat,
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sehingga martua Penggugat tersinggung dan merasa kurang dihargai oleh

Penggugat, kemudian berkesimpulan untuk memisahkan antara Penggugat

dan Tergugat dengan membawa Penggugat pulang kerumah orang tua di

Bulukumba.

4. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan

tidak pernah hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah

berlangsung selamah 1 (satu) tahun lebih.

5. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian

parahnya, sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai

dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Bulukumba Cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat TERGUGAT Bin

Syamsuddin terhadap Penggugat Nuzul Fitriani Binti M. Alwi;

3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang

berlaku.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat bersama kuasa
hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau
kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas
panggilannya telah dibacakan di dalam persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya
tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa
hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian
dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan
telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,

namun tidak berhasil;
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Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk
umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya
tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di
persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun suatu gugatan dapat
diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada
Penggugat dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti
surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XxXxx

XXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, Nomor 194/03/V1/2019 Tanggal 02 Juni 2019, bukti

surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P1;
2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
ipar Penggugat;

- Bahwa saksi megetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
orang tua Tergugat di jalan Andi Maruddini, Kelurahan XXXxxxxXx,
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama
kurang lebih 2 (dua) Bulan telah dikaruniai seorang anak ;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat
pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis
lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat

bertengkar namun, saksi yang menerima Penggugat saat Tergugat dan
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keluargannya memulangkan Penggugat kerumah keluarga Penggugat,
dimana Tergugat dan orang tuanya menyampaikan bahwa ada
permasalahan antara Penggugat dan Tergugat masalah perizinan
Penggugat saat keluar rumah, dan berjanji akan menjemput Penggugat
jika keadaan sudah membaik, namun ternyata hingga saat ini Tergugat
tidak pernah datang menjemput Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah
selama 1 tahun dan selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah
tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada usaha untuk
merukunkan, namun tidak berhasil;
Saksi 2, SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXX XXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
saudara Penggugat;
- Bahwa saksi megetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
orang tua Tergugat di jalan Andi Maruddini, Kelurahan XXXXXXxX,
XXXXXXXXX  XXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama
kurang lebih 2 (dua) Bulan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat
pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis
lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat
bertengkar namun, saksi yang menerima Penggugat saat Tergugat dan
keluargannya memulangkan Penggugat kerumah keluarga Penggugat,
dimana Tergugat dan orang tuanya menyampaikan bahwa ada
permasalahan antara Penggugat dan Tergugat masalah perizinan

Penggugat saat keluar rumah, dan berjanji akan menjemput Penggugat
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jika keadaan sudah membaik, namun ternyata hingga saat ini Tergugat

tidak pernah datang menjemput Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah

selama 1 tahun dan selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah

tidak saling memperdulikan lagi ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada usaha untuk

merukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan
dalam keadaan Suci dan Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang
pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari - hari sidang yang ditetapkan, Penggugat
bersama kuasa hukumnya hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula
menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun
telah dipanggil dengan resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut
tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan
tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus
Penggugat kepada Zainuddin Batoi, SH., dan Tahiruddin, SH., MH. tanggal 12
Januari 2020 yang telah terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama
Bulukumba nomor 19/SK/I/2021/PA.BIk tanggal 14 Januari 2021, surat kuasa
tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi
berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal
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dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat
diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan
mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis tetap
berupaya mendamaikan pihak, dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali
dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.bg jo Pasal 82
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah
diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1)
Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta
Penjelasannya Huruf (a) angka 9 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan
berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara
orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud
bidang perkawinan antara lain cerai gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup
kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata sekalipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan ketidak hadirannya tanpa disebabkan
sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg Tergugat
harus dinyatakan tidak hadir dan perkara a quo dapat diputus dengan verstek, sesuai
dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang diambil
alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut;

Artinya: “Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan,
maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus
gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai

adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan
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pertengkaran yang disebabkan masalah Penggugat yang minta izin kepada
Tergugat namun keluarga Tergugat ikut campur sehingga ada ketersinggungan
dari orang tua Tergugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah
tempat tinggal selama 1 tahun dengan tanpa ada komunikasi dan sudah tidak
saling memperdulikan lagi, sehingga Penggugat tidak sanggup berumah tangga
dengan Tergugat dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalii gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir
dalam persidangan tanpa ada alasan yang sah atau dibenarkan secara hukum,
maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil
Penggugat, sehingga sesuai ketentuan Pasal 311 Rbg juncto Pasal 1925
KUHPerdata, segala hal yang diakui tersebut harus dinyatakan terbukti
kebenarannya dan menjadi fakta yang tetap, namun demikian karena ini perkara
perceraian maka sesuai maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I
Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan, Majelis Hakim masih akan mempertimbangkan bukti-bukti
yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg, yaitu bukti
tertulis berupa bukti P-1 , serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat
tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti
P-1 , telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bermaterai cukup dan di cap
pos, sehingga telah sesuai dengan Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13
Tahun 1985 Tentang Bea Materai juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas
Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bahwa dikenakan
meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya
yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan

atau keadaan yang bersifat perdata;
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Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Duplikat kutipan Akta Nikah
yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal
ini Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxx Kabupaten Bulukumba,
merupakan akta autentik, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni
2019 telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka
berdasarkan pasal 285 Rbg. dan 1870 KUHPerdata ,bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), sehingga dengan
demikian dalil gugatan Penggugat tentang statusnya sebagai pasangan suami
isteri dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti, sebagaimana ketentuan Pasal 7
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya status Penggugat dengan Tergugat
sebagai pasangan suami isteri yang sah dan resmi, dan atas dalil Penggugat yang
tidak dibantah oleh Tergugat, sedangkan sesuai relaas panggilan Tergugat
berkediaman dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, maka
sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat dalam hal ini memiliki legal standing
untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:
SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang kesaksiannya disampaikan dibawah sumpah dan
diperiksa secara bergilir dan terpisah, keterangannya didasarkan atas
pengetahuannya dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta saling
bersesuaian, yang menerangkan pada pokoknya bahwa saksi-saksi mengetahui
rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis
hingga dikaruniai 1 orang anak, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, akibatnya Penggugat pulang
ke Bulukumba dan keduanya telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1
tahun dan keduanya sudah tidak berkomunikasi dan sudah tidak saling

mempedulikan lagi, sudah ada upaya untuk didamaikan namun tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah ipar
dan saudara Penggugat, yang mana kedua saksi tersebut dapat dikategorikan
orang-orang dekat dari Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi
ketentuan Pasal 172 Rbg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I| Nomor 9
Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, tentang saksi keluarga sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di
bawah sumpah, serta memberikan keterangan secara terpisah di persidangan
yang dalam keterangannya dinilai oleh Majelis Hakim telah bersesuaian satu
dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, serta
telah memenuhi syarat formil maupun materiil alat bukti saksi sebagaimana Pasal
171 ayat (1) dan Pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang satu sama
yang lain saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil maupun
materiil suatu kesaksian sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 Rbg. oleh
karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan memiliki kekuatan
pembuktian yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan
keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang

disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah
dikaruniai seorang anak;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan
harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
secara terus menerus;

4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah
terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama itu tidak ada
komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak

berhasil;
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6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan rukun
kembali;

Menimbang, bahwa tujuan dalam membangun sebuah rumah tangga
adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia sebagaimana dirumuskan dalam
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, sebagaimana yang
tercantum dalam pasal 79 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa hak dan
kewajiban serta tanggung jawab masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah
dipenuhi secara berimbang, sehingga apabila salah salah satu pihak, dalam
konteks ini Tergugat, tidak berperilaku baik sebagaimana layaknya suami terhadap
Penggugat selaku istri, tentulah kondisi sosial keluarga antara Penggugat dan
Tergugat tidak akan berimbang dan berpotensi mengalami kegoyahan;

Menimbang, bahwa goyahnya bahtera rumah tangga Penggugat dan
Tergugat saat ini tercermin dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara
terus menerus yang diikuti dengan perpisahan tempat tinggal diantara Penggugat
dan Tergugat, yang mana secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah
tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang
diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan
menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah
satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar
Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath thalaq yang diambil
alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang
menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap
guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan
hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan
perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang
berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang
bertentangan dengan semangat keadilan” sehingga harus dihindari hal ini sesuai

maksud kaidah fighiyah yang berbunyi:
ool cd> (e prdo duwlaall ¢
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Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik
kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret
1997 mengabstraksikan kaidah hukum Bahwa “suami istri yang tidak berdiam
serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga
tersebut telah terbukti retak dan pecah’;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya gugatan Penggugat yang alasan
perceraiannya merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan
Pengadilan sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak
berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dengan
Tergugat sudah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan merukunkannya
kembali, dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah
memiliki alasan yang cukup untuk bercerai dengan Tergugat oleh sebab itu
gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat
ahli hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah juz Il halaman 248 yang di ambil alih
sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

o baasll plgs ase Gllay Y lao sl Sy zo il el of vazg il din riolill 53 Walgss i 13)

aisl aalls lgallo lagin TVl o (wolall j s lagllal

Artinya : « Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri

atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak

tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat
menceraikan dengan gugat satu bain”;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Bulukumba adalah talak satu bain sugra, Penggugat dalam keadaan Suci dan
sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri
(Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas

suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru ;
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Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara
bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang
menghadap di persidangan, tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat, dengan verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat ( PENGGUGAT )

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp460.000,00
(empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama
Bulukumba pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan
tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Indriyani Nasir, SH sebagai Ketua
Majelis, Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I dan Muslindasari, S.Sy, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota
tersebut, dan didampingi oleh Sakka, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan

dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I Indriyani Nasir, SH
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Muslindasari, S.Sy
Panitera Pengganti,

Sakka, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

No. Uraian Jumlah
1. Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 340.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai Rp. 10.000,-
Jumlah Rp. 460.000,-

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)
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